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Law Number 30 Y ear 1999 regarding Arbitration and Alternatif Disputes Resolution provides the annulment
of arbitration award under article 70, stated that the parties may submit arequest to annul an arbitration
award, if it suspected contains fal se/forged documents or concealment of documents or the award was
rendered as result of fraud committed by one of the parties to the dispute. The Elucidation of such article
stated that the reasons for annulment referred to this article shall be evidenced by a court decision. However,
there are still some inconsistencies, particularly related to the reasons used for annulment under Article 70
Law Number 30 Y ear 1999 in practice of annulment of arbitration award by the District Court and the
Supreme Court. On one side, the Supreme Court stated that the annulment could only be done pursuant to
Article 70. On the other hand, the Supreme Court that it is possible to annul an arbitration award on the basis
other than mentioned in article 70 Law Number 30 Y ear 1999. Moreover, judiciary inconsistenciesin such
annulment occurred in the use of a court decision evidenced any false/forged documents or conceal ment of
documents or fraud. In this case, Author found the District Court decision upheld by the Supreme Court has
annulled an arbitration award based on Article 70 without any court decision. Such inconsistenciesin court
decisions regarding the annulment of arbitration award may result in legal uncertainty for the disputing
parties.

<hr>Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur
tentang pembatal an putusan arbitrase dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan
permohonan pembatal an apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur pemal suan
surat/dokumen, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari
hasi| tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dalam penjelasan
pasal dimaksud disebutkan bahwa alasan-alasan pembatal an yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan
dengan putusan pengadilan. Namun demikian, praktek pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri
hingga Mahkamah Agung masih mengalami ketidakseragaman dan inkonsistens, khususnya berkaitan
dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Pada satu Sis,
Mahkamah Agung RI. menyatakan menegaskan bahwa suatu pembatalan putusan arbitase hanya dapat
dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 70, namun di sisi lain Mahkamah Agung RI.
menyatakan bahwa dimungkinkan untuk membatalkan putusan arbitrase dengan alasan diluar Pasal 70
dimaksud. Selain itu, inkonsistensi badan peradilan dalam pembatal an putusan arbitrase terjadi dalam
penggunaan putusan pengadilan terlebih dahulu alasan-alasan adanya dokumen palsu atau penyembunyian
dokumen atau tipu muslihat. Dalam hal ini Penulis menemukan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan
oleh Mahkamah Agung RI. telah mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal
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70, meskipun tanpadisertai putusan pengadilan. K etidakseragaman putusan-putusan pengadilan mengenai
pembatalan putusan arbitrase tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang
bersengketa.



